
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan 
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya: Kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

• 

Menimbang 

• 

TEKNIS PEMBERJAN TUNJANGAN HARJ RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERJNTAH KABUPATEN. KUDUS TAHUN ANG GARAN 2019 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 1; TAHUN 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JA WA TENGAH 



8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 
Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Benta Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 34); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 20 J 8 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9); 

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgert Norn or 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
alas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

5. Peraturan Menteri DaJam Negen Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengclolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dcngan 
Peraturan Men ten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menten DaJam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). • 

4 Pcraturan Pemerinlah Nomor 36 Tahun 20 I 9 ten Lang 
Pernbcnan Tunjangan Han Raya kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 
Pcnerima Pensiun, dan Penenrna Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
6349); 

• 

:3 Per uur.in Pl mcrn tah Nomor l 'J Tuhun 2(J If, I< r1urn1s 
Pcrnbr nan GaJ1, Pen run, a au Tunj.ingan Kct1grt [kid., 
kcpnda P gdwa1 cgrn Siprl, Prajurit Tcnt.ira NJ 11,n ti 
lndoncsia, Anggot I Kcpolisran Negara R pubhk Indone-u 1, 

Pvjabat N gara, dan Penerirna P nsiun a tau Tunj tng r, 
(Lernbar.m Negara Rcpublik lndonc sm T ahun 20 l () Nomor 
115, Tnrnbahan Lcrnbaran Negara Rcpubltk lndone ,tu 
Nomor 5888) sebagairnana telah diubah b bcrapa k rh 
tcrnkhir dcngan Pcraiuran Pemcrrntah Nornor JS Tal un 
2019 tcntang Perubahan Kcuza atas Per, ruran 
Pcrncrintah Nomor 19 Tahun 2016 tcntang Pembcrian 
GaJJ, Pcnsiun. atau TunJ<mgan Kctiza Bcluv kcp.rda 
Pcgav a.i Ncgen Siprl, Prajurit Tcntara asronal Indoncsr.i, 
Anggota Kepolisian Negara Rcpublik /ndonc ta, Pcjabat 
Negara, dan Pcncnma Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 
Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2019 omor 92, 
Turnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6348); 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Kudus . 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu 
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

6 Pejabat Negara adalah: 
a. Bupati dan Wakil Bupati; dan 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
k~uan?~ tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pernerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 
ANG GARAN 2019 . 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Bupau Kudus Nornor 40 Tahun 201 ientang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selan? Daernh 
Kabupaten Kudus Ta.hun Anggaran 2019 (Senta ~aerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41) sebagrumana 
tclah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua alas Peraturan SupatJ Kudus Nomor 40 Tahun 
2018 tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 
(Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8); 
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Menetapkan 



Pejabat Negara 
ayat (1) diberikan 

(3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS clan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebesar penghasilan pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) 
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 
ditenma karena berubahnya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan 
Tunjangan Hari Raya. 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar 
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 
bulan Hari Raya. 

Pasal 3 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tennasuk 
PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, 
atau yang ditugaskan di luar instansi Pemenntah Daerah. • 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tennasuk Calon 
PNS . 

(1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji Ketiga Belas. · 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI 

KETIGA BELAS 

8 Han Raya adalah h .n raya Idul Fnri 
9 Tambahan Penghasilan Pegawa: yang sclanjutnya dismgkat 

TPP adalah Tarnbahan Pcnghasilan yang diberikan kepada 
Pcgawai Negeri S1p1l dan Calon Pegawai Ncgeri Sipil untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang 
bersumber dari Anggaran Pendapalan dan Belanja Daer ah 

10 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnyn 
disingkat DPA-PD/SKPD adalah dokumen yang rnemuo.t 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran 

11. Surat Penntah Membayar yang selanJutnya di mgkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/ diterbrtkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksnaan Anggaran. 

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasar 
SPM. • 
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(l) Tunjangan Han Raya untuk PNS dan Pejabat Negara 
dibayarkan pal mg cepat 10 (sepuluh] hari kerja sebelum 
tanggaJ Han Raya. 

Pasal 5 

BAB III 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HAR! RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

(2) Penenma gaji terusan dan PNS dan Pejabat Negara yang 
meninggal dunia atau tev as diberikan Gaji K tiga Betas 
sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan 
Juni. 

(1) Penerima gaji terusan dan PNS dan Pejabat Negara yang 
meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya 
yairu sebesar penghasilan 1 (satu] bulan gaji terusan pada 
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

• Pasal 4 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(3) dikenakan pajak penghasilan dan tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lam berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Besaran penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat ( l l 
dan ayat (3) tidak terrnasuk jenis runjangan bahay a. 
tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, runjangan 
profesi atau runjangan khusus Guru dan Dosen atau 
tunjangan kehorrnatan, tambahan penghasilan bagi Guru 
P . insentif khusus, dan tunjangan lam yang sejerus 
dengan tunjangan kornpensasi atau tunjangan bahaya 
serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

• 
(61 Tunjangan jabatan sebagairnana dunak ud pada av at (Sl 

terdin dan. 
a. runjangan jabatan struktural: dan 
b tunjangan jabatan fungsional. 

(5) Penghas.lan sebagairnana dirnaksud pada a_:. at ( lJ dan .1, at 
(31 diberikan bagi. 
a. PNS rnehpuu gaj: poko , tunjangan keluarga. dan 

tunjangan jabatan z t njangan urnurn. 
b Pejabat iegara melrputi gaJ1 pokok 'uang repre senta 1, 

unJangar. kel arga dan tunjangan J batan 

I.! Dalarn hai per. asrla paca bulan Jun. -t!baga1man;:i 
dirna u,' ava 13) bclurn dibayarkan sebes pengha ilan 
, anz schar: s va dite nma karena berubahrr -..i perigh.r ilar., 
kcpada _ ang be sangkuta tetap dibe kan sel ih 
kekurangan pengha ilan keuea bela 



(5) Ketentuan mengenai Pembayaran Tunjangan Gaji Ketiga 
Belas sebagairnana dimaksud dalam Pasa15 sampai dengan 
Pasal 7 berlaku secara rnutatis mutandis terhadap 
pembayaran TPP Gaji Ketiga Belas. 

(4) Ketentuan mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 sampai dengan Pasal 
7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran 
TPP Tunjangan Hari Raya. 

(3) TPP Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sebesar TPP pada bulan Juni. 

(2) TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yaitu sebesar TPP 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 
sebelum bulan Hari Raya. 

(1) Selain Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PNS 
diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Gaji Ketiga 
Be las . • 

Pasal8 

BAB IV 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGA WAI 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI GAJI KETIGA BELAS 

Tata cara pencrbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kctiga Belas berpedoman pada 
kctentuan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

• Pasal 7 

Pcncrbitan Surat K tcrangan Pcnghent1an Pernbayaran bagi 
PNS yang rncngalarni mutasi pindah agar dicanturnkan 
keterangan pcrnbayaran Tunjangr n Hari Raya dan GaJ1 Keuga 
Belas telah dibuyarkan atau belum dibayarkan. 

Pasnl6 

(4) Dnl.im hnl G,"IJI I cugn Belas s bag.nrnu na dirnak sud pud: 
.iy: 1 (3) bclurn dapat drbaynrknn , G.-1_11 K l1g,1 Bcl.i<.. dapo t 

dibavnrkan p.ula bulan-bulan bcrrkurnya 

(J) (;.:ip I rt1gc1 Bel.is untuk PNS d.m Pcjnb.it Ncgar: dib.iy.irkan 
p.uln bulun .luh 

( 1) IJul,1111 h 1 T1111.1unp..i11 11,m Rc1y,1 !4 b,1g,11m,in,1 d1m,1k~ud 
p.ul.i .,y.11 (I) bclurn cl pnt dibn arknn, Tu11_1, ng 111 I Iuri ~uy.1 
dup.i! chba_ .irkun sctclr1h l 1ngg,ll 1 l.m R.1y 

ti 



BERJTA DAERAH KABUPATEN KU DUS TAHUN , 1) NOMOR 17. 

e SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~llll\_ 
SAM'ANI INTAKOR1S 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal _: .. 1 ·1,. 

r _:_I 
4 I 

MUHAMMAD TAMZIL /'.} • YA I 

BUPATI KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 
pad a tanggal c _ , J 

Agar etiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggaJ chundangkan. 

Pasal 10 

BAB vr 
KETENTUAN PENUTUP 

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas. 
TPP Tunjangan Han Raya, dan TPP GaJ1 Ketiga Be las ber umber 
dan APBD Kabupatcn Kudus Tahun Anggaran 2019 

Pasal9 

BAB V 
PENDANMN 
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